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PENAfl'RAX NUrItr BARI?|O 8EI,#rAI$
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rEilTA*G

PEUBE*IA-H BI*IYTTIAIT XET'AISGAT KEPAI}A PAIIT*I IrOLIIIK
DI KABT'PA:IEA BIRI?O SEI.ATAil

DEIIGAIT RAHUA" TI'I{Ar YA,rG H*IIA ESA

BI'PATI BARI O SEL'TTAtr,

Menimhang : a- bahwa untuk melaksanaan ketentuan pasat B ayat {3}Peratura* Pemerintah Nomor s rahun zow Grrt";i
Bantuaa Kerrangan Kepada partai Folitik, sebagaimana
telah dirrbah heberapa kali terakhir dengan peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2o1g tentang perubahan
Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor irahun zaog
teata*g Bant*an Keuaagan Kepada partai Folitik;

b- khwa berdasarkan pasatr B ayat [2] Feratumn ilitenteri
Dalarn Negeri Nomor 78 Tahun zoza fgafa*g perubahan
Atas Peraturan Merrteri Dalam Negeri Nomor s6 Tahun
2018 tentang Tata Cara penghitungan, pengangaran
?"tA Angaran pendapa.tan dan Belaqia nairahl Aan
Tertib Adminis&si peng4iuan, hyalur:an, dan
Laporan Pertangungiawaban pengmaan Elantuan
Keuangan Partai Politik dan Surat Guberrxrr Kalimantan
TEngah s[omor 2*a I sffi.a/bid ll/Keshngml l]ffl/ 2a2z
tangat 29 Juli zozz Ferihal persetqiuan atas Kenaikan
Elesaran Nilai Bantuan Keuangan Kepada partai politik
di 7 (tqiuhl Kahupaten fts.;otaTahun 2Vi2;

c. bahwa untuk memberikan hukum dalam
plaksanaan pemberian bantuan kepada
Partai potitik sebagaimana dimaksud dalam humf adiperlukaa peagaturan sebagai @oman untuk
membrikan arah dan landasan hukum dalam
pelaksanaan;

d- bahwa treraturan Butrrati Barito seratan Ncmor 14 Tahun
2a2o tentarg Pemberian Bantuan l(eua'ga, Kepada
Partai Politik di Kabupaten Barito setahn sebagaimana
telah dirftah dengan peraturan Bupati Nomor g rahun
2a2L teatang Perubahan atas peraturan Bupati Homor
14 Tahun 2a2o tentang pemberian Bantua* Keuangan
Kepada Partai Politik di l(abupaten Barito selatan,
dirasa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

JI- Pelita Rara Nomor 3O5 F telepcn {0525} 21OO1 Faximile (OSZS} 215m
web*ite : www.baritoselatankab.so.id Buatok, Kode pos 2s711

Kalirnantan Tengah
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bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana
dimaksud datram huruf a" huruf,b, hunrf c" dan huruf d,
perlu menetapkan Peratrran &ryati terrtrrg Femberiarr
Bantuan Keuangan Kepada Partai Potrift di lfubupaten
Barito Selatan;

UndangUndang Noslor 2'? Tahun 1959 tentar:g
Penetatrran Undang-Undang Dartrrat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah 

"ingkat 
II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 l$omor 9) sebagai Undang-Ucdang
(Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tanbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomm 182Oh

Undang:-.Undang Irlomor LT Tahun 2OOg tentang
Keuangan Negara flembaran Negara Republik Iadonesja

I.embamn Ff,egara

Mengingat :1.

2.

.)
r)-

4.U un 2AL4 tentang
Negara Republik

, Tambahan Lembaran
Nomor 5587) sebagaimana

telah diutiah-,ftherhpa,kali teraktrir dengan Undang-
Undang Nomor,9,Tahun''2O 15 tentang Perubahan Kedua

5.

Atas Undang.gndasg Nomor 23'lf,qhun 2A!-4 terrtang
Pemerintah Dherah {I,embarari' Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Letnbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang:{Jndang Nornor 7 Tahun AOLT tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2At7 Nomor 182, Tarnbahan I"ernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

Perattrr,an Fenrerintah Nornor 6 Tahtrn 198& tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di D'aerah
{Iembaran Negara Republik Indonesia Tahr:n 1988
Nomor 1O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia l{omor 33731;

6.



7.

-)-

Peraturan Fernerintah l{omor 5 Tahun 2OOg tentang
Bantuan Ker-langan Kepada Partai pCIIitik frmbarart
Negara Re.publik Indonesia Tahun 2W Nornor 18,
Tambahan Leurbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972, sebagaimana t€lah diubah beberatrn katri terakleir
dengan Peraturan Pernerintah Nomor I Tahua 2OI8
tentang Perubahan Ke&ra Atas Peraturan Femerintah
Norror 5 Tahun 2OOg tentang Bantrran Keuangan
Kepada Partai Politik {trembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot8 Nomor L, Tamhhan Lembaran
Negara Reprrblik Indonesia ltlomor 6L771;

Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Ketrangan Daerah (Lembera* Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambal,ran
Lembdran Negara Republik Indonesia I{omor 63221;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}:r;ort 2O2A
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabt4leten Barito Selatan N.omor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan. dan Susunan
Perangfuat Daerah Kabupaten Barito Setatan fumbaran
Daerah Kabupaten Barito Selatals Tahun 2A16 Nomor 3,
Tambatran Lembaran Daerah Ka-bupaten Barito Selatart
Nomor 2);

8.

11.

t2.
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13. Peraturarr Daerah KabUpaten tsarito selatan Nomor 7
Tatrrn 2o2o tentang Pembenhrkan Produk l{trkum
Daerah ftrJernbaran Da€rah lfubupate[} Barito $elatst
Tahun 2A2U- Nornor 7);

IS.EffiTITU$KAIT :

I}ERATURAff BUPATI TEilTJIilG PEUBERIAI{ BAITTUAil
I(EU*NGfrI IrEI}ADA AAIITAI IIOLTTIK I'I KABI'PATEIT
BARITO SEI"ffEE!E.

Menetapkan :

gAB I
EETEIITUAN TIUUU

Pasal I
,.,. ....., -., r .-t.,..:..,'..,. ,., ..,.-'.-:l l. , ,,:..,-.,

: ., .,'i - - t' :. ,,' .... .' .'.. .

Dalarn Peraturan Bupati iniy4ng rrd ; ,"

a.
.) pmyetengaraan

4.
5.
6.

7.

8.

9.

urusan pell}eril}tahaa
yang menjadi wewenangryl.

3. Dewart Perwakilan
adalah Lembaga

paten Barito selatan
Bi* ',f.satuan Bangsa dan

Komisi Pemitihan Umum Kabupaten yang selanj{$nya disingkat KPU,

adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten Barito Selatan-

Badan Pemeriksa Keuarrgan yang selanjutrya disingkat BPK, adalah

Lembaga Negara yar1g berhrgas unttrk memeriksa Pengelol,aan dan

Tanggungia'wab Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Replbtik Indonesia Tarhun L945-
par1ai Politik adalah organisasi yang bersifat Nasisnal dan di"benhrk oleh

sekelompok warga Negara Indonesia secara suka rela atas dasar

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membel,a

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta

memelihara keutuhan Irlegara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
pancasila dan Undar,rg-U*dang Dasar Negara Republik Indonesia T*hun
1945.

12. Bantuan Keuangan adatrah barrtuan keuangan yang bersumber dari

Anggaran Pend.apatan darr Belanja Daerah yang diberikan secara

proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD yang

perhitunganoya didasarkan atas jumlah perolehan suara sah.

10.

11.



16.

1a

t4.

15.

(1)

{2}
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Pendid,ikan Politik adatral: proses pernbelajararr dan pernaharrran tentang
hak, kewajiban dan tangguflg jawab setiap warga negara dalam
kehidupa:r berbangs a dan bertegara.
Anggaran Pendapatan dan tselanja Daerah yang selanjutn5ra disingkat
APtsD adalah rerrcana keuangan tahuran daerah yafrg ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
Pemiliha-n {jmum yang selaqiutnya disebut Pemilu arlelah sarana
kedaulatan ral<yat untuk uremilih anggota Dewan Perqrakilan Rakyat,
anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Whkil Presiden dan
untuk memilih anggota Dewan Per-wakilan Ralcyat Daerah, ya.rrg

dilaksanakan secara langsung, ttmltm, bebas, rahasia, jujur dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Fancasila dan
Undang-{.Jndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutrrya disingkat DPC

atau sebutan lainnya, adatrah pengurus p?+ai politik di tingkat Kabupaten
yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau
sebutan tainnya yang AiGtapkan,,i " #,6il':'Hmpir"rr Daerah Partai
PoIitik.
Corona IfrLrus Disea"se Zp!9,adalah penyq!. urenular yang disebabkan oleh17,
Seuere Aante Respir:atoqy.), tdta rona:'ilints'2.. ,, ,:: .-iiiii.ii.,l.ij,'.ii,,.' . , :,r.,,. ri:ri:tll.ti:.t

,, kepada. Partai Politik,
tkan kursi di DPRD,

1i#Iitik dan operasional

. r...1,

Pasel 3

Besarnya bantuan keuangan diberikan setiap tahun anggaran melalui
APBD Kabupaten.
tsesarnya bantuan keuangan kepada krtai Politik sebagaimana dimaksud
pada ay.at {1} ditetapkan sebesar Rp. 25.OOO,- (Dua tufuh Lima Ribu
Rupiah) urrtr-rk setiap satu srrara sah.

Pasal 4

Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Folitik dianggarkan d,alam APBD
Kabupaten sesuai peraturan Perundang-undangan.

(U

(2)
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BAB IU
PEITGIIITTNTGAIT BAI|TI'AIT BET'I${GA!T

Fasal5

Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada 1rotai poEtik
sebagaimana dalam Pasatr 2 penghitungacr,lya berdasarkarr pada jtmtah
perolehan suara hasil Fernilu DPRD Kabtrtrmten.
Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD l(abupaten sebqgairnana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tmsil pengfuituregan suaria yang
sah pemilu kabupaten secasa aasional yang ditetapkan oleh I(PU.

BJIB ItI
TATA CARA PE:TTGA"IUAIY BATYT'UAIT

I{EIIAIT6Ii* PAITTAI PIOrJTIK
'''.

, :. ,. , 
j., 

, :', -;

ksal S ,

.e srmat(u Per,rgurus partai ptrlitik .fi{1gkaf"
permohonan bantuan t k;uangan
tembusan disimnaikan kipada Ke.

{2\ Surat permohonan seb.{1 ;#$fu-a5aqt {1} ditandaangani
oleh Ketua a*rt S"t t",,

(3) Surat permohonan,' s-eft I pada ayat (2) mengunakan
kop surat a"t* "r setb,r5t-W-.*ui,i[ sebanydk 2
(dua) rangkap kelen#Xi

!."r.,.:l:,,.::'ra. surat eputusql1,i.D,,,q!ll+.F u. ": ' erretapkaq srrsunan
(dt',;:Kabupaten atau sebtrtan

hr.

C, surat keterangan auten si,hasil penetapanl*perolehan kursi dan
suara partai potitik hasil pemilihan umum DPRD l(abupaten yang
dilegalisir oleh Sekretaris KPU;
nomor rekening Kas Umum Fartai Politik yang dibuktikan dengan
pernyataan pembukaan rekening dari bsr*k yang brsa*gkcrta*;
rencana penggunaErn dana banhran keuangan Partai Politik
diprioritaskan untuk pendidikan politik;
laporan realisasi penerimaan dan trrengeluaran banfiran keuangan yang
bersumber dari APBD kabupaten tahun. anggaran sebelumnya yang
telah di periksa oleh BPK
surat pernyataan ketua Partai Politik yafig rnerryatakan
bertaaggungiawab secar,a formil dart materiil dalam pergg$rlaan
anggararl bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut
sesuai trreraturan perundang-undangan apabila memberikan
keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani tr(etua, Sekretaris
dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai Rp- 10"000,-

Kepengurusan DPC -Farmi ;Foli$k-''itinglt+t Kabupaten atau sebtrtan
lainnya yang dilegalisir oleh f-{etga Umurrr'dan Sekretaris Jendral DPP

d.

e.
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{sepuluh ribu rupiah} deagarr rnerrgurrrakar,r kop sr.lrat Partai Rolitik;

dan
h. format Surat Per:eyataan sebagaimara dimaksud pada furr.uf g,

sebagaimana terca*tt*rs, d*trarrr lanrpiran II yang raerrurpakan begian

tidak terpisahka'n dari Feratrrrae Bupati ini'

BAB IT
VERIFII{ASI ffi .*Dffi$ISTRAST

BANTUAIT SEUAITGAII PARTAI POIJTIK

Basal 7

+#$+fl.ttl di Kea*i Kepala

(1)

dimaksud pada

b tuarr feuangan keeada
dirnaksud da]an PasaI 7

dicantumkan dalam Berita Acara llasil Verifikasi. ".*"
Tim Verifikasi menyampaikan Berita Acara Hasil Verif,kasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati disertai dengan rnelarnpirkan

kelengkapan persyaratan admirristrasi permohonan bantnan keuangan

Partai Potitik,
Format Berita Acara HasilVeri{ikasi sebagaimaaa dimakstrd pada ayat (1}

tercantum dalam Lampiran III yang mer,trpalcan bagian tidak terpisahkart

dari Peraturan BuPati ini-

BAB \II
PEITTALI'R.*IT BAI TSAIT f,EUAITGAIT

Fase}9'

(i) Penyaluran bantuan kegangan kepada Partai Politik ke rekening kas

umum pa1.1ai politik rnelahri Kefim daa Beadahara Partai Felitik'

{3}

(4)

(s)

(1)

{2)

(3)
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t1j penyaluran sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ol'eh

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. selaku Pejabat
pengeiola Keuangan Daerah atas persetujuan Ehrpati, sattl (U tahun

sekali setelah diverifikasi oleh Tirn Verifikasi Kelengkapan Administrasi
perrnohonal Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tiagkat Kabupaten-

Pasal 1o

penyerahan bantuan sebagaimaaa dirnaksud dalam Pasal 9 dengan

pe rsyaratan administrasi:
a. Surat Keterangan Bank yalrg menyatakan memiliki nomor Rekeling atas

nama Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Barito Selatan;

h. Surat tanda terima dalarn berrtuk kuitansi ditanda tangani oleh Ketua dan

Bendahara Partai Politik dengan rnenggtmakan kop surat dan cap stempel

Partai Politik;
c. Berita Acara serah, , C .,. dib , ,:da.ls+ rangtap 5 [ima] yang

ditandatangani oleh Xepala'B[6d p.gftgslolfiAn Keuangan dan Aset Daerah

sebagai pihak Pertama dan oleh Ketua 
, 
d , Bendahara Partai Politik

sebagai pihak Kedua.
] ,ii. jr'ijii"

.,,,i..]il:"il riil I '
-r'li,.jii;;.iit.:,: liiiii;,lriiti. l

m*ar ir ,,-,''
: ..., .1r,1,'1y,,.,'l'ilLq ;, 1-1t.i;,

Format Berita aca-ra seryt3. t tk*r kepada Partai

sebagaimana dimaksud,dalam ;,^Po*"d* 1O,,, 
seha,B.alrnaEa tercantum

Larnpiran IV yang rnerup* bagig+ tiaat dari Peraturan

Politik
dalarn
Bupati

ini.

.P AI FOI,TTIK
t';i.::'itr:r.t!:rl1ll.,.,.r :,.,,.',.:l .r.,,

'.., ,,,p .:ff" ':"' 
? ,

.a.r.

Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan unhrk
rnelaksanakan pendidikan politik bagr anggota partai politik' dan

rnasyarakat-
Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politih sebagaimana

dimaksud ayat (U, bantuan keuangan kepada partai politik juga

digunakan untuk operasional sekretariat partai politik-
Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat {1),

antara lain berupa:
a" seminar;
b. iokakarya;
c. dialog interaktif;
d" saresetran;
e. workshop; dan
f. kegiatan pertemuan qrartau politik lainnya sesuai dengan tugas dan

fungsi partai politik.

.: ,l -,:. . l:1,:.!.

''':"tll' ' ':" 
"B

PENGGUITAAT BASffiIA$

(r )

t2\

(3)



(1)

(2\

(3)

(41
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Pasal 13

Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan sebagairnana dimakeud dalam
Pasal 14 berfirjuan untuk:
a. meningkaflcan kesadaran hak dan kewqiiban rnasyarakat dalarn

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyaraftat dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
c. meningkatkan kernandirian, kedewasaan dan membangrxt karakter

bangsa uatr:k mem.elihara persatuan, darl kesatuan baagsa-

Pendidikan politik sebagairnana dirnaksud pada ayat (1| berkaitan dengan

kegiatan:
a- pendalamalf mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun

1945, Bhineka T\rnSgaI lka dan Negara Kesatuan Republik kedonesia;

b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia

datarn membangun etika dan budqya P .1i.H8i,,9,?S;',

c. pengkaderan "ttgg"t" 
,irgql ,ris-gg-ar-a berjenjang dan

berkelanjrrtan-
eUag 'd44 Pada ayat (UKegiatan pendidikan ,pglitik. s

dilaksanakan .dengan inemperha dan kesetaraan gender

pembayaran honora-rium;a.

b.
C.

d.

pembayaran transpgrt
akomodasi dan kons'ur

(U

(2)

pengadaan

dalano Pasal 13 ayat
protokol kesehatan

penanganan pandemi Corona'' ,, 2019. t ,

kegiatan pendidikan Politik sebagaimana dimakstud pada ayat (U,
dilakukan dalarn bentuk pertemuan secara daring atau pertemr.l.an

terbatas sesuai dengan pmtokol kesehatan pencegahan Carona Virus
Disease 2019.
Selain bentuk kegiatan Fendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (U, dapat berzrpa peayediaan perbekalan atarr alat kesehatan
plncegatran pandemi Corona IFrtus Disease 2019 kepada anggota Partai
FoHtik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, hand
sanitizen, ter,npat cuci tangan, \ritamin, pelindung wajah, sarung tangan,
dan/ atau penyemprotan desinfektan
Ketentuan mengenai penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik sebagai upaya pencegahxt Carons"lfints Disease 2019 sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2) dan dyat (3} berlaku sampai berakhirnya
masa status keadaan darurat bencana nonalam Coroma 1y'ctus Disea,se

2019 yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat yang diikuti
dengan penetapan berakhirnya masa status keadaan damrat bencana
nonatrrarlr. Corana Virus Digease 201 gpada tingkat Kabupaten.

(3)

(41
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Pasal 15

Kegiatan operasional sekretariat par[ai politik sebagaimana dirnakstrd
dalam Pasal 12 ayat (2) berkaitan dengan :

a. admjsristrasi Umum;
b. berlangganan daya dan jasa;
c. pemeliharaan data dan arsip; dan
d. pemeXiharaan peralatan tcantor.
Kegiatan operasional sekretariat partai poiitik berkaitan dengan
administrasi umurn sebagimana dimaksud pada ayat {1} htlruf a astar:a
Iain:
a. keperluan alat tulis kantor;
b. rapat internal sekretariat;
c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai

politik;
d. transpart untuk mendqql+g,kegia$1 o lq.r1,g -onal 

secretariat
e. pengadaan bararigt, inven,taris,.'i'.t, 'i ?i*W : lain berupa:

furniture, komputer, mcsin fotoe-opy; ,.., 

, '[. sewa kantor;
g. honor tenaga adminiS i sekr.etariat partai politik yang berkonapetqn

h. dukungarr penyediaan obat dan .p-erbekalan kesehatan selcretariat
partai politik. .r',,, rill;ii;i, i, .' -,

13) i(egiatan operasional sel#.Etariat ip,ft-i 
, politik berkaitan dengan

trerlalgganan daya dan jasatsebagirnana dimaksud pada ayat (1) huruf b
1.artu: . , i1,, ,.r;tt,ir,1i'iii ,,

a. tetrepon, internet dan,listrikl 
,,, 

. , 
'',

b. air minum sekretariatil'. '' ','. - 
t"t ''i: ,, , r '

c. jasa pos dan glro; . ,- ,, ., , ' ' '' . ,, .,., ,, ',.'

d. surat men5rl-Irat; atau ' ,,,,;,'i'i

{4) Kegiatan operasional sekre.tada,f, ' politik berkaitan dengan
pemeliharaan data dan arsip sebagimana dimaksud,pada ayat {1} huruf c
yaitu: 't'1'

a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
b. penyirnpanan data manual.

(5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan
pemeliharaan peralatan kantor sebagimana dimaksud pada. ayat (1) huruf
c yaitu:
a. pemeliharaan peralatan elektronik selrretariat; dart / a*eu
b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VT
I,AFORAT{ PEIUTAilG'EUilGIAWABAII PEI{GGT'TAAI5

BANTUAN reUANGAN PAXTTAI FOLITIK

Pasal 15

Partai Politik w4iib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan
dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.



(1)

(2)
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ksal 17

Partai Politik wajib' rnercblrat laporan giawaban penerimaarl

dal pengeluaran yang bersumber dari dara bantuan APBD I(abupaten
kepada Bupati melalui Kepala Badan, yang tembusann5ra antara lain
disampaikan kepada Inspelrtorat Daerah Kabupaten Barito Selatsn.
Laporan pertanggungiawaban penggpnaarr bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} terdiri dari :

a. rekapitulasi reatrisasi penerimaan dan belanja bantuan ker*angan
partai palitik dan rirrcian. realisasi betanja dana barrttlart ketrangan
partai potritik perkegiatan;

b. barang irrventaris/ modal {fisik}, barang persediaan patai habis dan
pengadaan/penggunaan jasa; dan

c. bukti kuitansi pengeluaran, faktur dan daftar peageluaran I'ainnya
yang ditanda tangani oleh pe,ngurus.

ayat (1} sampai deag* i benrpa penglrentian
bantuan keuangap

Lampiran V y'ang rnerupaka4,-
ini.

-:I
',,:l '*.1'

BAB VII
I(ETE.ITTUAIT PERALIEAIT

Pasal 19

t1) Partai Poli k yang tetah menerima bantuan keuangan sebeh:rrr Feraturan
Bupati ini bertaku, maka ketentuan besarar"r dan rnekarrisrse pemberiart
bantuan keuangan partat politik dilaksanakan dengan berpedornan pada

Peraturan Bupati tsarito Selatan Nonor L4 Tahun 2O2A tentang
Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito
Selatan (Berita Daerah l(abupaten Barito Selatan Tahun 2O2O Nomor 14)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor
B Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Eupa.ti Barito Selatan

Nomor 14 ?ahr.m 2A2A kntang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada

Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan ftserita Daeratr Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2O2t Nomor 8|.

(4)

(s)
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iZ) Selisih kekuraagan pembayaraa banttran keuangan kepada P€rtai Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat dibayarkan paling larnbat 1

{*att$ hr,"rla:a sejak Perat:ranr Bupatr ini Im*a1berlalru.

AAB VIU
I(EITETTTUAIE PEIfiTTUP

Pasel 20

Pacla saat Peraturan Bupati ini mulai bertaku :

a, Peratrrrar Bupati Barito selatarr Nomor L4 Tahur 2O2O teatang

pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupa.ten Barito

selata:r iBenta Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2o2A Nomor 14);

da:r
h- Peraturan Bupati Barito setratan Nomor I Tahun 2o2l teaiang Per:ubahan

Atas Peraturan Bupati ',Elarito Selatan 
$..g.,.ry5r" 

I4-."Tahrxr_ 2A2O tectang

Pemberian Bantuan f*rr fepada Parhdi Poll di Kabupaten Barito

selatan fBerita Daerah Kabupaten Barit-o-,ryqEq tut qtt 2o2L Nomor 8],

dicabut dan dinyatakan tidak,'k-rlaktr. ' " ,,ii. r.,l.: " -i;,

; Bfi+ILi' ,. ". 
'i' . :

,.,....:,..'...:-.;..il,......i...ji
peraturan Bupati ini mulai , Sffi+ "$'Fe.b'r:ruari 

2022- \

Agar setiap orang mengelq{ruii meme$$tsht rl"''$tngundangan
*oa.evi,.r*qt:qrrr+#*:'A +a txtta,''Haer"ah l(ahrpaten Barito

Bupati ini dengan penempqajru-,-?m,.,'qrytrxl-,1ffis'''.,' . 
..1

Selatan,

t.:!.r

"'di Bu*.tak
:{-,.5ficnranber 2UX2p,r

Diundangkan di Buhtok
nnAo tor

a /t)

S ET T}A

tsERITADAEBAIIxAEI,PATEflB.fiRITosE;I*e?AsTeE{iJHary&Z}loaE-orfi



Tata cara penghitungan bantuan kerrar,lgan kepada Partai Politik yang
rnerr,rperoleh kursi di DPRD Kabupaten Barito Selatan Pada Pernilu Irgislatif
setiap tahun anggara41, ad.alah;jgg1,qh .?p,BIa m$pq..p€rsuara [Rp. 25.000,-)
dikafikan perolehan srr , sahtP'artai Politik p.ada Peqrifu kgislatif yang telah
mendapat auteatikasi dari Ko-'mi*i-Per.ni Ufiuln; ,atau

- 13-

LIIMPIRAIT I : PERATIIRAIT BIIPATI BARTilO SEI"ATAN
IYOUOR T5 TAIIUIT 2C'22
TE!5T'AIY(}
PEMBE|RIAT BA.I{TIIAIS reUAIS]GAIY
KEPN}A PAIIIAI FOLITIE DI
I(ABTIPATEN BARITO SEI.ATA![.

TATA C.ARA PERIfiTU.ISG*II BAISTUAil

I NBs

Keterangan:
1. I NBs
2. f NPs

3. I PSs

':r:

Sebagai Contoh :

berhasil memperole ,Sr ilarrsi di DP$D I{abupaten Barito
Selatan dengan total suara di 3 Dadilh Femilihan {Dapil}
sebesar 6.-9i67 str€ra, sehingga pada Tahun Anggaran 2A22
yang akan datang Partai Kebangitan Bangsa memperoleh
bantuan pembinaan dari Pernerintah I(abupaten Barito
Selatan seksar Rp. 25.OOO,- x 6.967 suEra : Rp.
L74.1?5.(XX} (seratr:s Tujuh Puluh Empat Juta Seratus
Tujuh Puluh Lima Ribu Raplah).

Sehingga dari hasil perhituagan tersebut diperoleh Eilai nominal
bantuan masing-rnasing kepada 1O (sepuluh) Partai Politik yang memperoleh
kursi DPRD l(abupaten Barito Selatan setiap tahunnya dengan rincian sebagai
berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa {6.967 sua::a} Rp. 174-175-OOO,-

2. Partai Gerindra. (S.OO9 suara) Rp. 2O0.225.O0O,-

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan {l9.9OZ suara) Rp. 497.55O.OO0,-

4. Partai Golongan Karya (11.086 suara) P.p. 277.150.OOO,-



-14-

5. Partsi HasDem (5-?61 suara!

6. Partai Berkarya t2'130 suara)

7 . Pa{tai Kead*a,sr Sejakrteta' \\'"9'76 *r:ara'}

S.PartaiPersatuanPernbangur,ian{4.236suara}
9. Partai Amanat Nasional t6'3ffi suara)

10. Partai Dernokat {4'129 suara}

Rp" 144.O25.000'-
Rp" 53.25O.OOO,-

Re. '4,q.4O&.OSO,-

Rp- 1O5.9OO.OOG,-

Rp. 157.725.000'-
Rp. 1O3.225.OOO,-

Bp. 1.?62.625.OCI0'-
Jumlah seluntlmYa

sEr"&TAN,
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I.A&EFEK.&IFgE:FERAT€}H$$B.erPArIBsE,ttr}sEr"A?Al{
ilomoR. 55 TArrIrl{ 2gz2
?.EHE&tr&
PEHBEXIA1T BAXTUAfr I{E!$A}$GAH

KEPAI}* PIRTTI POL!"IK I}I
T{ABUPA?ET BARII1C SEI"f,"AT{.

}.$HHAr s.€IP*At. PEfiIrrIIJL[Ir BAI$"IIA!r IrEIIsIsGIIs PIII?5I PoLITII{

Yang bertancia

1" Nama
Jabatan
Alamat

?. l{*rrra
Jabatarr
Alamat

3. Nama
Jabatar:
Alarnat

SI'BAT PERSYATAAI{

tangan di -bawah ini :

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Deng*n ini menYatakan bahwa :

1. Karid bertanggutlg jawab secara forfidl- dan materiitr dalarn penggunaall

anggaran barrtu"a keuangan partai politik'

2. Kami bersedia ditUntut sesuai peraturan perundaag-undangan apabila

memberikan keterangan V*S 
- 

tidak - f:o* terhadap kelengkapan

adrninistrasi bafituan dafia partai poii-.ik Tah-rrn Arr$gpran yang

karrri samPaikan-

Demikian surat pernyataall ini kami buat untuk dipergUnakan sebagaimana

mestinya

DEWAI{ F'IMPINAN CABANG
IIAIffi&l..

t..-.,"- .

BENDAHARA,SEKRETARIS-

SGf*&t'FalI,
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LAUPIRAIT III: PERATTIRAtrS BT,PATI BARITIO SEI,ATAN
ITOMOR iS TAIIT,II 2/02;2
TEITTAIYG
PEMffiRI*IE BAfiT'UAIS. KETTAITGAI5
KEPAI}A PARTAI POLTTIK DI
KABUPATEIT BARITO SEI"ATAIT.

TORilEA'T BERITA ACARA
\IERIFII(ASI AT}MIITISTRASI BAITTIIAT{ I(EUAIIGAII

KEPAIIA PARTAI . t...... t.. r... i............ o.............. -.....r.......... r

Nomor

2.

J.

Ketua

Se i,s
i' ti '; ,:,1, ., : t:

Anggota.

Keuangan kepada Partai Folitik
Anggaran 2A2,2 yang dibentu[ I

Verifikasi Kelengkapan

Nor,nor Tahuni ,rr.;at;+;....:

melaksanakan verilikasi
politik Tahun 2019:

Barito Selatan Tahun

P' Pagtai:riPtF.t**t Partai Politik

= RP. .r..r.ir...r......r..'...
2 semester

{.." *.... t t.. t.t..t.. t r.t ttr rt{.@... r.. r..... rl..!..r......r......... r....................,

Der,nikian Berita Acara. Hasil Verifikasi Kelengkapan Ad:ooinistrasi
Baltuan Keuangan Kepada Partai ..-.... ini dibuat untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



'1"7 -

Tffi VERIffiXSSI
I(EILEITGXAPAIT AI'HItrIS,TRASI PEITGA'fi,NM PERffiOHOHATT

BASTUAIrIIEUAffGAITrePAI}AP*R?*IP'OLITII(TIXGXAT
KAAUPATG,IE BARI?IS SELII?AII TAIilITlr ^*flGGARAIS 33"'3'

1.

,

3.

4.

5-

6-

Kefi"la

Anggota

Anggota

Aaggota

AEgECIta-

Angota

Eisr,sr*trE,

s
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I"AftfiPTRStr [!f : PESAIlTfH.*ff BEXPATI BARTtt$ SEI,A,I:AX

lrorffoR 55 TA]rt]!E ?;Ag?.

"EfflrAS€PEHBERI.*fl B*ffTUA:s reT'*SGAI{
I{EPAI}E PABTAT PGLITIII T}I,

KABTIPA?Eil BARIfO SELATAIT.

Nomor :

Pada hari ini -.-- tarrgal "" hulan tahun yang bertanda

ta*gan dibawah ilti :

1- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan rylifk Kabupaten Barito Selatan

rcrunda:s untuk daa aias nad^ Bupati Elarito Selatan setanjutnya disebut

Pihek Pertama.
2. Ketua dan Bendahara Dewan pimpinan cabang partai politik atau sebutan

lainrqya..-..-sela*jr:trryadisebr*fi&*kXedua'

DengaB ini rrrerryatakan bahwa pilaak fe{aryt tela}t merryem'hkarr Barrtuan

::e; :ffi ffiru.'.::::,.lllt:.::*"" 
Pimpinan cabane Partai

Dan Pihak Kedua telah menerima ba"tt*n keuangan tersebut dari Bendahara

umum Kabupaten Barito setatan melalui rekening Bank
Nomor : ............

Berita Acara Serah Terima ini d,inyatnkpa aah setelah copy SFIyI dan atau

Sumt Perintatr p""""i* dar,ra ia;n$ya d"+ S,atqat -K14a Peagelolaan

Keuangan naerafr Xatupaterr'Barito Seiatan diteriffA oleh Dewan Pimpinan

Pihak Pertama,
a"n- BUPATI BARITO SELffTAN

KEPAI,A BADAN PENGEI,OLAAN
KEUAI{GAN DAN ASET DAERAH
I{ABUPATEN BARTTO SELATAN,

Pihak Kedua,
Dewan PirnPinan Cabang

Partai..-.-

I{ETT,I4,

r...........................)

BENDAFIARA
BADAN KESBANGK)L

KABUPATEN EARITO SEI,ATAN,

NORSA" BERItJI ACARA

SEI.ATAIS,
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LA$PIRAI{ v : PEBA-TU -nAil BUP- ATI BAIRITO SSIATAIT
rroMoR :5 TAHIIN 2ol2;2

TEIYTAITG
PEMBERIAIT BAIvTUAX re{TAIY:GAtr
IGPAI)A PARTAI FOLITIK DI
I(ABI}PATEIT BARITO SEI"trtAIT.

KOP S{JRAT PARTAI BOLITIK

IftORMAT I,AP1ORAIS PERTAISffi
BAHTUAII KEUAr{GArt PARfAI ............. 5.a.c-----3r--e--

TAflUI{ AITG,GARAIT ?.3.."'+"?'

Buntok, 2O..-..
Kepada :

Yth. Bupati Barito Selatan
' ', . , ' ,, ' ,' Up"r''11an*", Eladan Kesatuan

',:r " di'-,'. 
''q r:rr': BUf,ltOk

berikut:

NO.
JEI{IS

PEITGELUARAIT
RTAIJSJTSI

lRpt KET.

1 2 .4:,,. 5 6
A. PtrNDIDIKAN POTITIK:

Sesuai dengan tugas
dan fungsi partai
serta peraturan
perundang-undangan
yang mengatur
mengenai pendidikan
politik

t

B. oPERASION4L
SEKRETARIAT
1. Adminisrasi Umtm

a. Keperluan ATK;
b. Rapat internal

sekretariat;
c. Perjalanan

dinas datram
rangka
pelaksanaan
trrgas dan
fungsi partai
politik;

d. Transpor dalam
rangka
mendukung
kesiatan

Rp. Rp.
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^1,Mf4C;nna'l
a.gtr^l,r.efari a f '&auu@rul,

?trrpdetrr
:**-*-^--:^rtttrcrrLiL{ ri}
irerr rngr

peralatan
kantor, afltara
! -.:--- -. f,. -,,--'-u^--ti:ilrl: 1L{IStILE-[I )

knrrrruter.
I1aesirl f*toccpY;
sr1lr/8 kanterr;
l^* , ^+^. "u4!!.l daatr-r-a

L^*^* *a*as*tilrltut LvrrG}la

a&ministrast
- -'t-^^*- -i. ^ -$rt(t Et;1i li{L
nqri:ei nniirii<

Iru*u:

yaflg
berkornpeten di
Dlaefig

g{r{}:
*iarat ffi.erlylrat;
*L€t*l

l.t^J;^ ^o$^1r r{onrYt(iulg" LluruL u.ar

,

s"
elefokgrdk.

5- rerltellfl:aTd.Htl
Feral*.ta;: Ka:rt*r
a" Perneliharaaxr

Frelatan
eiektrcnik;

b. Pec:relih*raafl
,.prelofatr
}Jvruu!r-

in"Eer:tari*

:.8*T1TA III#IIM I Ir_E I_14,
i-* i ui

t ... ....it-.. - -.

BEIIIDAHARA U}AUKI / BETtl}E}1AT{fu ,

I nen"Ee!*lahe:t
I L"rr*oo*t.

---i 

-:::::i--.cl:-=.-.:--

t-j e. rarrgarr€rr De3'a
l ;^* T,r..,,
I uall uap
{ r* r 1-.-I n r --, Ii a -i {iir:rxll1 (iai1
i *' '-*"r --- '

i fistrrk;
i b. nir rninum
! ^^t--^r^-;^+'i bc tt I c t.rs.l riL L,

{ .. Jasa po$ dan


